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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5246);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

 

 

6. Peraturan … 
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;  

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373); 

Memperhatikan  : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Cilacap Nomor 70/BA/X/2016 Tanggal 25 

Oktober 2016. 

 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan 

 

: 

 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

CILACAP TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN 

DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017. 

 

 

 

KESATU … 
 




